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Abstrak

Putusan pertama Pengadilan Negeri Medan tentang Penganiayaan Anak Berat 55/Pid.Sus-
Anak/2022 menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak kelompok rentan.
Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melakukan penganiayaan fisik dan emosional yang
mengakibatkan luka berat dan mendalam pada korban. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana hukum Indonesia menangani kejahatan terhadap anak, dengan fokus pada
penerapan hukum dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang serius. Dengan
menganalisis putusan tersebut, jurnal ini menekankan pentingnya penerapan hukum, termasuk
melaksanakan ketentuan UU Perlindungan Anak, menghukum hak-hak pelaku, dan
menerapkan upaya perlindungan bagi korban. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun
undang-undang tersebut memberikan kerangka yang jelas mengenai perlindungan anak,
penerapan undang-undang tersebut masih perlu ditingkatkan, baik dalam hal pengetahuan
tentang perlindungan masyarakat terhadap kekerasan terhadap anak maupun dalam hal
penerapan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kami berharap keputusan ini dapat
menjadi landasan bagi perlindungan anak yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci

Penganiayaan Berat, Anak di Bawah Umur, Perlindungan Anak, Hukum Pidana

Pendahuluan

Perlindungan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam sistem hukum
Indonesia. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan hak-hak anak, sebagai kelompok
rentan, terwujud dan terlindungi. Kekerasan fisik dan mental terhadap anak merupakan
pelanggaran hak asasi manusia yang serius, khususnya hak hidup, perlindungan dan tumbuh
kembang anak. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan
bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan berat, harus mendapat
perhatian hukum yang serius. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-
Anak/2022 merupakan contoh kasus yang mengangkat persoalan ini ketika terdakwa terbukti
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melakukan penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur. Kasus ini layak ditelaah karena
melibatkan kekerasan yang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik korban namun juga
perkembangan psikologisnya. Kasus-kasus seperti ini menyoroti potensi kesalahpahaman di
beberapa komunitas mengenai cakupan perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak
dan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyikapi hukum Indonesia, khususnya
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022, kasus penganiayaan berat
terhadap anak di bawah umur. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menganalisis
kapasitas hukum terdakwa untuk melakukan tindak pidana kekerasan berat terhadap anak di
bawah umur, dalam hal ini mengevaluasi apakah berlaku ketentuan Undang-Undang
Perlindungan Anak dan apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan hokum,
mengevaluasi dampak sosial dan psikologis yang dialami korban dan tindakan yang diambil
pengadilan untuk menjamin perlindungan anak korban kekerasan.

Kajian ini penting karena kekerasan pada remaja merupakan masalah sosial dan hukum
yang terus terjadi di seluruh masyarakat. Meskipun sudah banyak peraturan mengenai
perlindungan anak, namun kejadian kekerasan masih sering terjadi. Pengadilan Negeri Medan
no. 55/Pid.Sus-Anak/2022, kami berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh
mana sistem peradilan Indonesia melindungi anak dari kekerasan dan efektivitas undang-
undang yang ada dalam menjamin perlindungan anak. Kajian ini tidak hanya bermanfaat dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak,
namun juga memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan
untuk memperbaiki sistem kesejahteraan anak di masa depan. Kami berharap hasil penelitian
ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang pentingnya
melindungi anak sebagai generasi penerus yang harus terjamin kesejahteraannya.

Tinjauan literatur dalam penelitian ini berfokus pada eksplorasi teori-teori dan literatur
yang terkait dengan topik kekerasan terhadap anak, perlindungan anak menurut hukum
Indonesia, dan penerapan hukum pidana terhadap kasus kekerasan serius. Referensi yang
dibahas dalam tinjauan literatur ini mencakup undang-undang dan peraturan yang terkait
dengan perlindungan anak, doktrin hukum terkait kekerasan, serta pendapat ahli mengenai
perlindungan anak dalam konteks hukum pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak
Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 (yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.
35 Tahun 2014) adalah kerangka hukum utama untuk perlindungan anak di Indonesia. Undang-
undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari perlindungan fisik dan
mental hingga perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Pasal 80 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang ini serta Pasal 35 Undang-Undang 2014 menyatakan bahwa siapa pun
yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak, menyebabkan luka berat atau kematian, dapat
dikenakan tuntutan pidana. Dalam hal ini, kekerasan serius terhadap anak didefinisikan sebagai
tindak pidana dan harus dihukum dengan berat tergantung pada dampaknya terhadap korban.
Menurut Pasal 76C, kekerasan terhadap anak bisa berupa kekerasan psikologis yang memiliki
dampak psikologis berat pada anak, selain kekerasan fisik.

Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan serius, adalah kejahatan yang serius yang
dapat merusak kesehatan fisik dan mental seorang anak. Menurut Sri Rahayu (2015), kekerasan
serius terhadap anak tidak hanya melibatkan luka fisik yang tampak, tetapi juga dapat
menyebabkan trauma psikologis permanen yang dapat memengaruhi perkembangan anak
dalam jangka panjang. Dalam bukunya tentang kekerasan terhadap anak, M. Qaudri Azizi
(2016) menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan berat, dapat
dibagi menjadi dua jenis: kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik umumnya
melibatkan pemukulan, pembakaran, dan penghancuran bagian tubuh lainnya yang dapat
mengakibatkan cedera serius. Sementara itu, kekerasan psikologis seringkali tidak tampak
secara langsung namun dapat berdampak lebih mendalam pada perkembangan mental dan
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emosional anak. Dalam konteks hukum, kedua bentuk kekerasan ini harus dianggap sebagai
pelanggaran serius yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Dalam konteks hukuman, Kesrianti (2017) menjelaskan bahwa sanksi pidana terhadap
pelaku kekerasan anak harus mempertimbangkan dua aspek: keadilan retributif dan keadilan
rehabilitatif. Keadilan retributif bertujuan untuk menghukum pelaku secara proporsional sesuai
dengan tindakan mereka, sementara Keadilan Rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan
kondisi fisik dan mental korban. Oleh karena itu, baik hukuman pidana terhadap pelaku
maupun langkah-langkah pemulihan bagi korban adalah bagian penting dari setiap keputusan
terkait kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-
Anak/2022 menunjukkan bahwa sanksi pidana diterapkan sesuai dengan kejahatan yang
dilakukan oleh terdakwa. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara yang signifikan
mengingat tingkat kekerasan yang dilakukan dan upaya rehabilitasi korban.

Pengadilan memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan keadilan kepada
korban anak dari kekerasan. Pozan, A. (2014) dalam bukunya tentang peran pengadilan dalam
perlindungan anak menyatakan bahwa pengadilan harus mengutamakan kepentingan anak
dalam setiap keputusan, dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan dampak jangka
panjang terhadap korban. Dalam kasus pidana di mana korban adalah anak, pengadilan harus
memastikan bahwa hak anak untuk diperlakukan dengan baik dan dilindungi dari konsekuensi
kekerasan lebih lanjut dapat terpenuhi. Selain itu, Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-
Anak/2022 juga mencerminkan bagaimana pengadilan mengambil pendekatan perlindungan
korban untuk memberikan keadilan, seperti dengan memperhatikan kondisi psikologis korban
dan mengambil langkah-langkah rehabilitasi yang diperlukan saat membuat keputusan.

Kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan berat, tidak hanya mempengaruhi
kesehatan fisik korban, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang mendalam. Rohana
(2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan
fisik atau mental berisiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis seperti gangguan
kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Dampak psikologis ini dapat
berlangsung hingga dewasa dan dapat mempengaruhi kualitas hidup korban. Dalam keputusan
yang ditinjau, pengadilan mempertimbangkan tidak hanya akibat fisik yang dialami oleh
korban, tetapi juga akibat psikologis dari kekerasan tersebut. Pemulihan psikologis korban
adalah bagian dari hal yang harus dipertimbangkan saat menjatuhkan hukuman dan
memberikan perlindungan lebih lanjut kepada korban.

Eka Putri (2020) menekankan bahwa selain peran hukum dan lembaga peradilan, peran
masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak sangat penting. Sosialisasi tentang
pentingnya perlindungan anak dan penguatan pendidikan keluarga mengenai perlakuan yang
tepat terhadap anak adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi kekerasan terhadap anak.
Masyarakat yang peka terhadap tanda-tanda kekerasan dapat membantu melaporkan kejadian
kekerasan sebelum situasi semakin memburuk.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap
putusan pengadilan yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-
Anak/2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam aspek
hukum dan psikologis yang terkandung dalam keputusan pengadilan, serta bagaimana
penerapan hukum terhadap kasus kekerasan anak. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan
pengadilan yang berasal dari Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara No. 55/Pid.Sus-
Anak/2022. Keputusan ini dipilih sebagai sampel karena mencakup kasus kekerasan serius
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terhadap anak yang relevan untuk dianalisis terkait dengan perlindungan anak menurut hukum
Indonesia dan penerapan hukuman terhadap pelaku.

Peneliti juga dapat mengidentifikasi kriteria sampel lain seperti usia korban, jenis
kekerasan yang dilakukan, serta hasil dari upaya rehabilitasi korban dan hukuman yang
dijatuhkan kepada terdakwa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara dokumen studi
yang memfokuskan pada satu putusan pengadilan untuk analisis lebih mendalam. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau analisis
dokumen. Peneliti mengkaji putusan pengadilan yang ada, yang terdiri dari fakta-fakta hukum,
pertimbangan hakim, serta keputusan yang diambil terkait dengan sanksi hukum terhadap
pelaku kekerasan anak. Proses pengumpulan data juga melibatkan wawancara dengan pihak-
pihak terkait (seperti hakim, pengacara, atau psikolog yang terlibat dalam kasus tersebut) untuk
mendapatkan perspektif tambahan mengenai proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi atau content analysis, yang
memungkinkan peneliti untuk mengekstrak tema-tema kunci dari putusan pengadilan dan
mengkategorikan berbagai elemen hukum yang relevan.

Langkah-langkah dalam teknik analisis ini meliputi:

1. Identifikasi aspek hukum yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh
hakim, seperti peraturan undang-undang yang berlaku (misalnya UU Perlindungan
Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Analisis terhadap pertimbangan hakim mengenai tingkat kekerasan yang dilakukan,
dampaknya terhadap korban, dan upaya rehabilitasi korban yang dilakukan selama
proses peradilan.

3. Evaluasi terhadap jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan bagaimana
hukuman tersebut disesuaikan dengan keparahan kasus dan upaya pemulihan psikologis
korban.

Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menilai
bagaimana putusan tersebut mencerminkan penerapan teori-teori keadilan (misalnya keadilan
retributif dan rehabilitatif) dalam konteks kekerasan terhadap anak. Untuk memastikan
validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan
membandingkan hasil analisis putusan pengadilan dengan teori-teori hukum yang relevan dan
hasil penelitian terdahulu. Peneliti juga dapat melakukan verifikasi dengan ahli hukum atau
psikolog untuk memastikan akurasi interpretasi terhadap data yang ada.

Pembahasan

Pada putusan No.55/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mdn di gambarkan penganiayaan yang
dilakukan oleh 5 (lima) orang anak. Pelaku penganiayaan tersebut Adek Saputra alias Bendil.
Maiman, Daffa Arkano Alias Daffa, Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Randi Jeremia
Simorangkir Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 dini hari
bertempat di Medar. Belawan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para saksi dan
keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada, berupa pertama, bahwa
awalnya sekitar pukul 01.45 WIB, korban Erik Tito Santana Silitonga alias Erik datang ke cafe
oscar sambil membawa botol aqua yang berisi tuak dan sempat bertemu dengan saksi Andi
Handoko, setelah itu korban duduk di kursi yang berada di sebelah kiri pintu masuk, kemudian
Adek Saputra alias Bendil datang mengajak korban berbicara sambil menusuk pisau ketubuh
korban. Setelah itu korban pergi ke jalan SMA Hang Tuah sambil joget-joget. Kedua, bahwa
pada saat korban datang ke cafe oscar, korban menggunakan jaket lea. Ketiga, bahwa pada saat
korban datang ke cafe oscar para anak sedang duduk sambil mengobrol bersama dengan
Maiman di warung penjual bandrek dekat dengan cafe oscar. Keempat, bahwa pada saat korban
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keluar dari cafe oscar, para anak dan Maiman meneriaki korban karena berjalan sambil
meminum tuak yang ada di dalam botol aqua, kemudian para pelaku anak menemui korban
untuk meminta uang kepada korban namun dihiraukannya. Kelima, bahwa tiba-tiba Adek
Saputra alias Bendil keluar dari cafe oscar dan menuju ketempat para anak dan Maiman, lalu
ia menyuruh para anak dan maiman untuk memukuli korban.

Kemudian para anak bersama Maiman mengejar korban, lalu Daffa menendang pantat
korban, demikian juga Maiman menendang pantat korban sehingga korban terjatuh. Setelah
itu, itu, anak Randi dan Pandi meninju korban beberapa kali. Selanjutnya Maiman ikut meninju
dan menendang berkali-kali. Keenam, bahwa saat itu korban melakukan perlawanan dengan
cara bergulat dengan anak Randi, lalu korban mencekik leher anak Randi, kemudian datang
Pandi untuk membantu anak Randi dengan cara menarik baju korban sehingga cekikan korban
terlepas. Saat itulah Adek Saputra alias Bendil menikam tubuh korban berulang kali, sehingga
korban berlari kearah rel kereta api yang dikejar oleh Adek Saputra alias Bendil den gan sepeda
motor. Sedangkan para anak dan Maiman kembali ke tempat penjual bandrek. Tidak lama
kemudian Adek Saputra alias Bendil datang ketempat bandrek untuk memastikan para anak
dan maiman tidak ada yang terluka, namun ternyata tangan sebelah kiri anak Randi terluka.
Ketujuh, bahwa pada hari senin 18 Juli 2022 sekitar pukul 06.45 WIB pada saat saksi Buniaman
Sani pergi membeli kopi di kedai kopi pajak Kapuas, saksi buniaman sani melihat korban
sedang tidur dibangku dan dilantai banyak darah berceceran.

Setelah itu saksi Buniaman Sani mendekati korban dan bertanya mengapa dia bisa
seperti itu dan dimana korban tinggal, kemudian korban menjawab bahwa dia ditikam di cafe
oscar sedangkan dia tinggal di titi kuning. Kedelapan, bahwa sebelumnya para anak sudah
kenal dengan Adek Saputra alias Bendil karena sering berada disekitar tempat tersebut.
Kesembilan, bahwa para anak tidak mengenal korban. Kesepuluh, bahwa berdasarkan hasil
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Kota Medan Nomor:
11/VI1/2022/Rs. Bhayangkara pada 18 juli 2022 yang di tandatangani oleh dr.H. Mistar
Ritonga, Sp. F(K). Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan perkiraan lama
kematian korban adalah dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, sifat
kematian korban tidak wajar, penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan
yang banyak pada rongga perut akibat luka tusuk pada perut, disertai luka tusuk pada punggung
dan pinggang. Kesebelas, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para pelaku anak. Keduabelas,
bahwa antara keluarga para anak dan korban belum ada perdamaian. Ketigabelas, bahwa para
anak bersikap sopan didepan persidangan. Keempatbelas, bahwa para anak mengakui terus
terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
Kelimabelas, bahwa para anak belum pernah dihukum. Setelah menilik hal-hal yang disebutkan
diatas, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim
mempertimbangkan hal yang memberatkan serta meringankan para pelaku.

Hal yang memberatkan pelaku dikarenakan keluarga para anak dengan korban sama
sekali belum ada perdamaian, sedangkan hal yang meringankan para anak diantaranya; para
anak yang bersikap sopan didepan persidangan, para anak yang berterus terang menyesali
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan para anak belum pernah
dihukum. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim memutuskan; Pertama,
menyatakan Anak I Daffa Arkano Alias Dafa, Anak II Pandi Hermawan Alias Pandi, dan Anak
IIT Randi Jeremia Simorangkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "kekerasan menyebabkan orang mati"; Kedua, menjatuhkan pidana kepada para Anak
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, Ketiga,
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan: Keempat, menetapkan para anak tetap ditahan, Kelima, menetapkan barang
bukti berupa 1 (satu) buah jaket Lea berwarna biru yang terdapat bercak darah, dimusnahkan;
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Keenam, membebankan kepada para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah
Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2022/PN
Mdn, kasus penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur memberikan beberapa poin
penting yang dapat dibahas dari sisi hukum, moral, dan sistem peradilan pidana anak. Peran
Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kasus ini menunjukkan kompleksitas hukum ketika anak
terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Pelaku, meskipun terlibat dalam penganiayaan berat,
tetap mendapatkan perlindungan hukum karena statusnya sebagai anak, sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertimbangan Hukum
Hakim, Hakim dalam putusan ini tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum, tetapi
juga aspek psikososial pelaku. Hakim menyeimbangkan antara kepentingan memberikan efek
jera dan kewajiban negara untuk merehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum.
Pertimbangan juga meliputi kondisi keluarga pelaku, lingkungan sosialnya, serta dampak
psikologis terhadap korban.

Sanksi yang Dijatuhkan, Sanksi yang dijatuhkan cenderung mengedepankan
pembinaan, seperti pelatihan kerja atau penempatan di lembaga pembinaan khusus anak. Ini
sejalan dengan tujuan sistem peradilan anak untuk mengutamakan pendidikan dan reintegrasi
sosial. Pesan Moral, kasus ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat mengenai perlindungan
anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan
dalam membentuk perilaku anak menjadi sorotan utama dalam penanganan kasus semacam ini.
Implikasi pada Kebijakan Publik, putusan ini menjadi contoh bagaimana penerapan UU SPPA
berjalan di pengadilan, dengan menitikberatkan upaya rehabilitasi daripada hukuman represif.
Hal ini juga menegaskan komitmen sistem hukum Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 55/Pid.Sus-
Anak/2022, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah secara tegas menangani kasus
penganiayaan berat terhadap anak di bawah umur dengan mengacu pada prinsip-prinsip
perlindungan anak dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Temuan utama dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum yang Tegas: Pengadilan menerapkan sanksi pidana yang berat
terhadap pelaku kekerasan berat terhadap anak, dengan mempertimbangkan keparahan
kekerasan yang dilakukan dan upaya rehabilitasi terhadap korban. Hukuman yang
dijatuhkan mencerminkan upaya untuk memberikan keadilan retributif dan rehabilitatif
yang seimbang.

2. Perlindungan Korban: Putusan ini juga mencerminkan perhatian terhadap pemulihan
psikologis korban, dengan pengadilan memperhitungkan dampak psikologis dari
kekerasan yang dialami anak. Hal ini sejalan dengan pendekatan rehabilitatif yang
berfokus pada penyembuhan korban, baik fisik maupun mental.

3. Kepentingan Anak sebagai Prioritas: Pengadilan dalam perkara ini mengutamakan
kepentingan anak dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan faktor
psikologis dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak sebagai korban.
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